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Mengingat 

a. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 247/PMK.207/2010 tentang Pedoman Umum dan 
Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah bagi 
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 
Anggaran 2011, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 
40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang· 
Tahun Anggaran 2011; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2010 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 . 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam. 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Banqunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik .· 
Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas daFi 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

Menimbang 
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; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4448); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang· 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang · 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndcnesia , 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang­ 
Sistem lnformasi Keuangan Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasari 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 61); 
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3. Ketentuan Lampiran II, Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi 1.01.01 
Dinas Pendidikan dan 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Lampiran I, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. 
Peraturan Bupati ini. 

- 
Rp 427 .365. 720.000,00 
Rp 65.000.000,.00 
Rp 9.026.645.000,00 
Rp 43.899.822.000;00 
Rp 28.859.604.000, 00 
Rp 500.000.000,00 

Rp 509.716.791.000,00 

Rp 56.066.091.927,00 
Rp 104.620.744.973,00 
Rp 163.711.403.300,00 . 

- 
Rp 324.398.240.200,00 

Rp 834.115.031.200,00 

Rp (41.046.477.000,00) 

Rp 41.101.477.000,'00 
Rp 55.000.000,00 

Rp 41.046.477.000,00 

Rp 0,00 

Rp 793.068.554.200,00 

80.130.640.000,00 
575.595.947 .000,00 
137 .341.967.200,00 

Rp 
Rp 
Rp 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 
berkenaan 

Jumlah Pembiayaan Netto 

3. Pembiayaan 
a. penerimaan 
b. pengeluaran 

Surplus/ ( Defisit) 

Jumlah Belanja 

b. Belanja Langsung 
1) belanja pegawai 
2) belanja barang dan jasa 
3) belanja Modal 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) belanja pegawai 
2) belanja bunga 
3) belanja hibah 
4) belanja bantuan sosial 
5) belanja bantuan keuangan 
6) belanja tidak terduga 

Jumlah Pendapatan 

Pasal1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggara11. 
2011 terdiri Atas : 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana perimbangan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
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Diundangkan di Rembang 
pada tanggal ~ ~bru°'ri 2011 

H. MOCH. SALIM 

BUPATI REMBANG, <:::} , - 
Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal ~ ~btua,-i 2-01/ 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rembang. 0 
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